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Pendahuluan

Dewasa ini, kita tengah mengalami krisis akibat dari kegagalan developmentalism,
suatu model kapitalisme Dunia Ketiga era pasca-kolonialisme. Kegagalan developmentalism
pada negara-negara yang dijadikan model yakni negara-negara yang dianggap paling sukses
dan paling banyak dijadikan contoh bagi kapitalisme. Dunia Ketiga, yakni negara-negara
kapitalisme model NICs (Newly Industralist Countries), seperti Korea Selatan dan Taiwan,
juga termasuk negara NIC baru seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Sampai saat ini
berbagai penjelasan terhadap krisis itu belum selesai. Berbagai penjelasan lebih
menyalahkan faktor korupsi dan bad governance rezim negara-negara tersebut sebagai akar
krisis kapitalisme di Asia tersebut. Meskipun demikian, menjelang kejatuhan kapitalisme
Asia discourse baru telah diciptakan untuk mereformasi sistem kapitalisme tersebut. Sebagai
suatu reformasi dan bukannya transformasi maka pendekatan, ideologi, dan struktur
discourse baru itu tidak jauh berbeda dengan sistem, struktur, dan ideologi yang dijadikan
landasan bagi developmentalism yang mengalami krisis tersebut. Discourse baru itulah yang
dikenal dengan globalisasi. Pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan singkat ini adalah
apa sebenarnya globalisasi itu? Siapa aktor di belakangnya? Apa agenda dan
mekanismenyar? Akhirnya, apa landasan ideologi yang mendasarinya? Jawaban pertanyaan

terakhir inilah justru yang menjadi tujuan utama pembahasan tulisan ini.



Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manir Edisi 1/2004 N | i I [

Dari Kapitalisme, Developmentalism, lalu Globalisasi

Kini kita tengah menyaksikan suatu transisi dari formasi sosial developmentatism
kapitalisme model di Asia Timur, yang selama ini dijadikan contoh model pertumbuhan
dan keberhasilan kapitalisme Dunia Ketiga ke model globalisasi. Dengan kata lain, saat ini
adalah saat berakhirnya era developmentalism, suatu proses perubahan sosial pasca Perang
Dunia II yang dibangun di atas landasan paham modernisasi. Namun di negara-negara
pusat kapitalisme, jawaban untuk mempercepat laju kapitalisme telah lama disiapkan
bahkan sejak krisis kapitalisme di tahun 30-an. Jawaban itu adalah globalisasi kapitalisme.
Namun, sebelum dibahas lebih jauh apa itu globalisasi, terlebih dulu di sini akan dibahas

refleksi proses sejarahnya.

Krisis terhadap pembangunan yang terjadi saat ini pada dasamya merupakan
bagian dari krisis sejarah dominasi dan eksploitasi manusia atas manusia yang lain, yang
diperkirakan telah berusia lebih dari lima ratus tahun. Proses sejarah dominasi itu pada
dasamya dapat dibagi dalam tiga periode formasi sosial. Fase pertama adalah periode
'kolonialisme,' yakni fase dimana perkembangan kapitalisme di Eropa mengharuskan
ckspansi secara fisik untuk memastikan perolehan bahan baku mentah. Melalui fase
kolonialisme inilah proses dominasi manusia dengan segenap teori perubahan sosial yang
mendukungnya telah terjadi dalam bentuk penjajahan secara langsung selama ratusan
tahun. Meskipun banyak negara Afrika baru merdeka tahun 70-an namun yang umumnya
dianggap sebagai zaman berakhimya kolonialisme adalah pada saat terjadinya revolusi di
banyak banyak negara jajahan, segera setelah berakhimya Perang Dunia II, sekitar lima

puluh tahun yang lalu.

Berakhimya era kolonialisme, dunia memasuki era 'neokolonialisme,’ dimana
modus dominasi dan penjajahan tidak lagi fisik dan secara langsung melainkan melalui
penjajahan teori dan ideologi. Fase kedua ini dikenal sebagai era developmentalism. Periode
ini ditandai dengan masa kemerdekaan negara-negara Dunia Ketiga secara fisik. Namun,
pada era ini dominasi negara-negara bekas penjajah terhadap bekas koloni mereka tetap
dilanggengkan melalui kontrol terhadap teori dan proses perubahan sosial. Dalam kaitan
itulah, sesungguhnya teori pembangunan ataupun paham developmentalism menjadi bagian
dari media dominasi, karena teori tersebut direkayasa untuk menjadi paradigma dominan
untuk perubahan sosial Dunia Ketiga oleh negara Utara. Dengan kata lain, pada fase
kedua ini kolonialisasi tidak terjadi secara fisik, melainkan melalui hegemoni yakni
dominasi cara pandang dan ideologi serta discourse yang dominan melalui produksi
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pengetahuan. Pembangunan memainkan peran penting dalam fase kedua ini, yang

akhimya juga mengalami krisis.

Pendirian neo-liberalisme ini pada prinsipnya tidak bergeser dari liberalisme yang
dipikitkan Adam Smith dalam zhe Wealth of Nations (1776). Akan tetapi, krisis yang
berkepanjangan menimpa kapitalisme awal abad XIX, yang berdampak depresi ekonomi
tahun 30-an. Akibatnya, tenggelamlah liberalisme dan pendulum beralih pada perbesaran
peran pemerintah sejak Roosevelt dengan New Deal-nya pada tahun 1935. Perjalanan
kapitalisme selanjutnya sampai di akhir abad XX, dimana pertumbuhan dan akumulasi
kapital dari golongan kapitalis melambat. Salah satu sebabnya adalah proteksi, paham
keadilan sosial, kesejahteraan bagi rakyat, berbagai tradisi adat pengelolaan sumber daya
alam berbasis rakyat, dan sebagainya. Untuk itu, kapitalisme memerlukan strategi baru
untuk mempercepat pertumbuhan dan 'akumulasi kapital'. Maka strategi yang ditempuh
adalah menyingkirkan segenap rintangan investasi dengan pasar bebas, perlindungan hak
milik intelektual, good governance, penghapusan subsidi dan program proteksi pada rakyat,
deregulasi, dan penguatan cwi/ society dan anti korupsi, dan lain sebagainya. Untuk itu,
diperlukan suatu tatanan perdagangan global maka sejak itulah gagasan globalisasi
dimunculkan. Dengan demikian, globalisasi pada dasarnya berpijak pada kebangkitan

kembali liberalisme, suatu paham yang dikenal sebagai neoliberalisme.

Para penganut neo-liberalisme percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai
sebagai hasil normal dari 'kompetisi bebas'. Kompetisi yang agresif adalah akibat dari
kepercayaan bahwa 'pasar bebas' itu efisien, dan itulah cara yang tepat untuk
mengalokasikan suber daya alam rakyat yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Harga barang dan jasa selanjutnya menjadi indikator apakah sumber daya telah habis atau
masih banyak. Kalau harga murah, itu berarti persediaan memadai. Harga mahal artinya
artinya produknya mulai langka. Bila harga tinggi, orang akan menanam modal ke sana.
Oleh sebab itu, harga menjadi tanda apa yang harus diproduksi. Itulah alasan mengapa
ekonomi neo-/iberal tidak ingin pemerintah ikut campur, serahkan saja pada mekanisme dan
hukum pasar untuk bekerja. Keputusan individual atas snferest pribadi diharapkan
mendapat bimbingan darti "invisible hand" sehingga masyarakat akan mendapat berkah dari
ribuan keputusan individual tersebut. Dan pada akhirnya, kekayaan yang dikuasai oleh
segelintir orang tersebut akan '#rickle down' kepada anggota masyarakat yang lain. Oleh
karena itu, sedikit orang tersebut perlu difasilitasi dan dilindungi. Kalau perlu jangan

dipajaki.
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Apa yang menjadi pendirian neo-liberalisme sesungguhnya ditandai dengan
karakter kebijakan pasar bebas yang mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan
pilihan konsumen, penghargaan atas tanggung jawab personal dan inisiatif
kewiraswastaan, serta menyingkirkan birokrat dan 'parasit’ pemerintah, yang tidak akan
pemah mampu meskipun dikembangkan. Aturan dasar kaum rieoliberal adalah
liberalisasikan perdagangan dan finance’; 'biarkan pasar menentukan harga’, 'akhiri inflasi',
'stabilisasi ekonomi makro', 'privatisasi', 'pemerintah harus menyingkir dari menghalangi
jalan' (Chomsky, 1999). Paham inilah yang saat ini mengglobal dengan mengembangkan
'konsesus' yang dipaksakan, dikenal sebagai globalisasi, sehingga terciptalah suatu tata
dunia. Arsitek tata dunia ini ditetapkan dalam apa yang dikenal sebagai The Neo-/iberal
Washington Consensus, yang terdiri dari para pembela ekonomi privat terutama wakil dari
perusahaan-perusahaan besar yang mengontrol dan menguasai ekonomi intemasional dan
memiliki kekuasaan untuk mendominasi informasi kebijakan dalam rangka membentuk

opini publik.

Ada sepuluh ajaran yang dilahirkan dari zhe Washington Concensus tersebut. Apa yang
mercka sebut sebagai 'reformasi' itu pada dasarnya berpijak pada ketentuan yang
ditetapkan mereka. Ketentuan reformasi inilah yang juga disebut sebagai 'kebijakan pasar
bebas' dan neo-liberal tersebut. Kesepuluh ajaran neo-liberal tersebut adalah sebagai berikut:
(1) disiplin fiskal, yang intinya adalah memerangi defisit perdagangan; (2) public expenditure
atau anggaran pengeluaran untuk publik, kebijakan ini berupa memprioritaskan anggaran
belanja pemerintah melalui pemotongan segala subsidi; (3) pembaharuan pajak, seringkali
berupa pemberian kelonggaran bagi para pengusaha untuk kemudahan pembayaran pajak;
(4) liberalisasi keuangan, berupa kebijakan bunga bank yang ditentukan oleh mekanisme
pasar; (5) nilai tukar uang yang kompetitif, berupa kebijakan untuk melepaskan nilai tukar
uang tanpa kontrol pemerintah; (6) #rade /liberalisation barrier, yakni kebijakan untuk
menyingkirkan segenap hal yang mengangeu perdagangan bebas, seperti kebijakan untuk
mengganti segala bentuk lisensi perdagangan dengan tarif dan pengurangan bea tarif; (7)
Sforeign direct inuestment, berupa kebijakan untuk menyingkirkan segenap aturan pemerintah
yang menghambat pemasukan modal asing; (8) privatisasi, yakni kebijakan untuk
memberikan semua pengelolaan perusahaan negara kepada pihak swasta; (9) deregulasi

kompetisi; (10) Intellectual Property Rights atau paten.

Secara lebih spesifik, pokok-pokok pendirian neo-/iberal meliputi beberapa hal.

Pertama, bebaskan perusahaan swasta dari campur tangan pemerintah, misalnya jauhkan
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pemerintah dari campur tangan di bidang-bidang perburuhan, investasi, dan harga, serta
biarkan mereka mempunyai ruang untuk mengatur diri sendiri untuk tumbuh dengan
menyediakan kawasan pertumbuhan, seperti Otorita Batam, NAFTA (North American Free
Trade Agreement), SIJORI (Singapore, Johor, and Riaun), dan lain sebagainya. Kedua, hentikan
subsidi negara kepada rakyat, karena hal itu selain bertentangan dengan prinsip neo-liberal
tentang jauhkan campur tangan pemerintah, juga bertentangan dengan prinsip pasar dan
persaingan bebas. Oleh karena itu, pemerintah juga harus melakukan privatisasi semua
perusahaan milik negara, karena perusahaan negara pada dasamya dibuat untuk
melaksanakan subsidi negara pada rakyat, dan itupun menghambat persaingan bebas.
Ketiga, hapuskan ideologi 'kesejahteraan bersama' dan pemilikan komunal seperti yang
masih banyak dianut oleh masyarakat 'tradisional'. Paham kesejahteraaan dan pemilikan
bersama mereka menghalangi pertumbuhan. Akibat dari prinsip tersebut adalah serahkan
'manajemen’ sumber daya alam pada ahlinya, dan bukan kepada masyarakat 'tradisional'
(sebutan bagi masyarakat adat) yang tidak mampu mengelola sumber daya alam secara

efisien dan efektif.
Formasi Sosial Globalisasi

Globalisasi pada dasarnya merupakan proses pesatnya perkembangan kapitalisme,
yang ditandai dengan globalisasi pasar, investasi, dan proses produksi dari Perusahaan-
perusahaan Trans-nasional (INCs/ Trans National Corporations) dengan dukungan
Lembaga-lembaga Finansial Internasional (IFIs/Intemational Financial Institusions) yang
diatur oleh Organisasi Perdagangan Global (WTO/World Trade Organization). Globalisasi
muncul bersamaan dengan fenomena runtuhnya kapitalisme Asia Timur. Era baru
tersebut mencoba meyakinkan rakyat miskin di Dunia Ketiga seolah-olah merupakan arah
baru yang menjanjikan harapan kebaikan bagi umat manusia dan menjadi keharusan
sejarah manusia di masa depan. Namun globalisasi juga melahirkan kecemasan bagi
mereka yang memikirkan permasalahan sekitar pemiskinan rakyat dan marginalisasi rakyat,
serta persoalan keadilan sosial. Sementara itu, negara miskin dunia masih menghadapi
krisis hutang dan krisis ‘over produksi' warisan pembangunan tahun 80-an, serta akibat
dampak negatif dari kampanye internasional yang dulu dikumandangkan oleh #he Bretton
Woods Institutions tentang model pembangunan ekonomi ‘pertumbuhan’, suatu paradigma
pembangunan mainstream yang berakar pada paradigma dan teori ekonomi neo-klasik dan
modernisasi. Namun di pithak lain muncul gejala lain yakni makin menguatnya peran

organisasi non pemerintah (ornop) dan gerakan sosial secara global, serta bangkitnya
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masyarakat sipil («vil society) baik di Utara maupun Selatan.

Seperti telah disinggung sebelumnya, sebelum krisis developmentalism terjadi, suatu
mode of domination baru telah disiapkan yakni era globalisasi, sebagai "periode ketiga' yang
ditandai dengan liberalisasi segala bidang yang dipaksakan melalui Structural adjustment
program’ oleh lembaga finansial global, dan disepakatinya oleh rezim GATT (General
Agreement on Tariff and Trade) dan Perdagangan Bebas (Free Trade) suatu organisasi global
yang dikenal dengan WTO. Sejak saat itulah suatu era baru telah muncul menggantikan
era sebelumnya, dan dengan begitu dunia memasuki periode yang dikenal dengan
globalisasi.! Secara lebih tegas yang dimaksud dengan globalisasi adalah proses
pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan
perdagangan bebas, yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak zaman kolonialisme. Para
teoretisi kritis sejak lama sudah meramalkan perkembangan kapitalisme akan berkembang
menuju pada dominasi ekonomi, politik, dan budaya berskala global setelah perjalanan

panjang melalui era kolonialisme.

Jadi dengan demikian 'globalisasi' secara sederhana dipahami sebagai suatu proses
pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global.
Namun, jika ditinjau dari sejarah perkembangan ekonomi, globalisasi pada dasamya
merupakan salah satu fase dari perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal, yang
secara teoretis sebenarnya telah dikembangkan oleh Adam Smith. Meskipun globalisasi
dikampanyekan sebagai era masa depan, yakni suatu era yang menjanjikan 'pertumbuhan’
ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran global bagi semua, namun
sesungguhnya globalisasi adalah kelanjutan dari kolonialisme dan  developmentalism
sebelumnya. Globalisasi yang ditawarkan sebagai jalan keluar bagi kemacetan
pertumbuhan ekonomi bagi dunia ini, sejak awal oleh kalangan ilmu sosial kritis dan yang
memikirkan perlunya tata dunia ekonomi yang adil serta kalangan yang melakukan
pemihakan terhadap yang lemah, telah mencurigainya sebagai bungkus baru dari

imperialisme dan kolonialisme.
Mekanisme Kerja Globalisasi

Kapan proyek globalisasi resmi mulai berjalan? Globalisasi terjadi sejak

! Lihat Shiva, Vandana (1995), 'Gender, Environment, and Sustainable Development,” dalam Reardon G., Power

and Process, Oxford:Oxfam Publication.
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diberlakukannya secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan
'free trade,’ yakni berhasil ditandatanganinya kesepakatan internasional tentang perdagangan
pada bulan April 1994 setelah melalui proses yang sulit di Marrakesh, Maroko, yakni suatu
perjanjian internasional perdagangan yang dikenal dengan GATT. GATT sesungguhnya
merupakan suatu kumpulan aturan internasional yang mengatur perilaku perdagangan
antar pemerintah. GATT juga merupakan forum negosiasi perdagangan antar pemerintah,
serta juga merupakan pengadilan dimana jika teradi perselisihan dagang antar bangsa bisa
diselesaikan. Kesepakatan itu dibangun di atas asumsi bahwa sistem dagang yang terbuka
lebih efisien dibanding sistem yang proteksionis, dan dibangun di atas keyakinan bahwa
persaingan bebas akan menguntungkan bagi negara yang efektif dan efiesien. Pada tahun
1995 suatu organisasi pengawasan perdagangan dan kontrol perdagangan dunia yang
dikenal dengan "WTO didirikan, dan sejak saat itu dia mengambil alih fungsi GATT.
WTO dirancang bukanlah sebagai organisasi monitoring bagi negara-negara yang tidak
mematuhi GATT, akan tetapi WTO bertindak berdasar komplain yang diajukan oleh
anggotanya. Dengan demikian WTO merupakan salah satu aktor dan arena forum

perundingan antar perdagangan dari mekanisme globalisasi yang terpenting.

Jika WTO adalah forum kesepakatan perdagangan tingkat global maka di tingkat
regional forum serupa untuk menetapkan kebijakan perdagangan juga ditetapkan. Ada
beberapa perjanjian dengan area yang lebih kecil, misalnya North American Free Trade
Agreement NAFTA) antara Amerika Serikat dan Meksiko, tapi juga ada kesepakatan yang
bersifat regional seperti Asia Pacific Economic Conference (APEC). Bahkan ada kesepakatan
area pertumbuhan yang lebih kecil lagi seperti segitiga pertumbuhan Singapore, Johor, and
Rian (SIJORI) ataupun Brunei, Indonesia, Malaysia, and Philippines East Growth Area
(BIMPEAGA). Bahkan kawasan-kawasan pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil,
seperti Otorita Batam, adalah bentuk terkecil dari kesepakatan dagang yang memiliki
kesepakatan kebijakan tersendiri dan otonom. Kesemua persepakatan tersebut merupakan

forum-forum seperti WTO dalam skala yang lebih kecil dan lokal.

Sementara itu ada mekanisme dan 'struktur ekonomi' yang dikembangkan selain
forum perundingan tersebut dalam sistem globalisasi, yang sesungguhnya tidak ada
kaitannya dengan janjinya sebagai proses ekonomi global untuk kepentingan kesejahteraan
umat manusia secara global. Ada sejumlah elemen yang merupakan anatomi dari
globalisasi. Pertama, adalah penciptaan mekanisme 'sistem globalisasi dan proses

produksi'. Konsolidasi sistem fabrication dunia pada dasamya merupakan usaha penciptaan
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hierarki jaringan produksi dan perdagangan skala global dari TNCs. Proses ekspansi
sistem produksi global ini dikembangkan melalui penciptaan dan pengalokasian 'zone
proses ekspot' (EPZs /Export Processing Zones). EPZs adalah suatu wilayah negara yang
dikhususkan sebagai ekspor industri dengan syarat mampu dan mau mengembangkan
aturan duane yang minimal menyangkut aturan perburuhan dan pajak domestik sehingga
menjadi daya tarik TNCs untuk beroperasi. EPZs tersebut juga dikembangkan di berbagai
wilayah negara-negara Dunia Ketiga yang memiliki standar upah buruh murah karena
negara-negara itu tengah mencari investasi dan perlu uang dari ekspor. Itulah karenanya,
sebagian besar tenaga kerja wilayah EPZs ini adalah buruh perempuan. Mirip dengan
strategi EPZs adalah apa yang dikenal dengan 'global laborforce' yang dikembangkan melalui
spesialisasi dan menjadi divisi buruh seperti bekerja dalam pabrik berskala global, yang

dikembangkan melalui konsep znternational division of labor.
Globalisasi Perusahaan-perusahaan Transnasi'onal (TNCs)

Pada dasamya, semua proses pengintegrasian ekonomi nasional menjadi ekonomi
global (globalisasi) merupakan harapan dan hasil perjuangan dari perusahaan-perusahaan
trans-nasional, karena pada dasamya mereka yang akan diuntungkan proses tersebut.
Selama dua dasawarsa menjelang berakhirnya abad milenium, perusahaan-perusahaan
transnasaional tersebut (TNCs) meningkat jumlahnya secara pesat dari sekitar 7.000 TNCs
pada tahun 1970 menjadi 37.000 TNCs di 1990. Selain jumlahnya meningkat, TNCs juga
sangat menguasai perkonomian dunia. Kekuatan ekonomi TNCs yang luar biasa tersebut
akan semakin bertambah jika globalisasi berjalan. Pada saat yang lalu saja mereka berhasil
menguasai 67% perdagangan dunia antar TNCs dan menguasai 34,1% total perdagangan
global. Lebih lanjut TNCsjuga telah menguasai 75% total investasi global. Ada 100 TNCs
dewasa ini yang menguasai ekonomi dunia. Mereka mengontrol sampai 75% perdagangan

dunia.
International Finansial Institutions (IFIs)

Selain WTO dan TNCs, aktor ketiga yang memainkan peran besar dalam globalisasi
adalah Lembaga-lembaga Finansial Internasional (IFIs), yang sering juga disebut
'Multilateral Development Banks'. IFIs merupakan organisasi global yang beranggotakan
negara-negara maju, bertugas memberi hutang kepada negara miskin. Ada dua IFIs yang
secara global dikenal yakni Bank Dunia (World Bank) dan IMF (Intemational Monetary Fund).
IMF ini adalah organisasi yang paling berkuasa di abad XX. Organisasi yang berpusat di
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Washington D.C. ini memiliki misi untuk mengupayakan stabilitas keuangan dan ekonomi
melalui pemberian hutang sebagai bantuan temporer, guna meringankan penyesuaian
neraca pembayaran dengan suatu 'kondisionalitas' yang ditentukan. IMF saat ini
beranggotakan 182 negara. Namun, Amerika Serikat sesungguhnya yang paling berkuasa
atas segala keputusan IMF karena negara tersebut memiliki hak voting mencapai 17,8%,
selain Amerika Serikat tidak ada yang memiliki hak voting lebih dari 6%. Sementara
mayoritas negara anggota hanya memiliki kurang dari 1%. Padahal mula dicetuskan oleh
Keynes dan Dexter, melalui kepakatan Bretton Woods IMF bertujuan untuk menciptakan
lembaga demokratis yang menggantikan kekuasaan para bankir dan pemilik kapital

internasional yang dituduh bertanggung jawab atas resesi tahun 30-an.

Selain IMF, IFIs lain yang sangat berkuasa yakni Bank Dunia. Bank Dunia pada
dasarnya adalah lembaga pemberi hutang multilateral yang sesungguhnya terdiri atas
empat lembaga keuangan yang saling berkaitan, yakni Bank Internasional untuk
Rekonstruksi (IBRD), Asosiasi Pembangunan Intemasional (IDA), Korporasi Keuangan
Internasional (IFC), dan Lembaga Penjamin Investasi Bilateral (MIGA). IBRD ini yang
lebih sering disebut sebagai Bank Dunia, tugas utamanya adalah memberi hutang pada
negara berkembang yang layak menerima. Bank Dunia mempunyai misi sebagai lembaga
internasional yang membantu mengurangi kemiskinan dan membiayai investasi untuk
pertumbuhan ekonomi. Namun berbagai program Bank Dunia seperti 'Structural
Adjustment Programme' telah mengkhianati misi utamanya 'sebagai lembaga demokratis
maupun lembaga yang membantu mengurangi kemiskinan'. la menjadi lembaga
pendukung utama model ekonomi neo-liberal yang akan memarginalkan jutaan penduduk
misldn secara global. Hal ini karena kebijakan-kebijakan mereka yang memang tidak ada
kaitannya terhadap penghapusan kemiskinan, misalnya kebijakan IMF tentang liberalisasi
perdagangan dan penghapusan kuota dan tarif, privatisasi perusahaan negara, privatisasi
lahan pertanian dan agribisnis, akan membawa dampak negatif terhadap kelompok miskin

dan petani marginal.

Penjelasan singkat di atas menunjukkan bahwa ada aktor-aktor lain yang mainkan
peran dalam globalisasi, yang bahkan merupakan lembaga-lembaga yang sangat berkuasa
dan justru menentukan di belakang layar pada semua proses di WTO. Mereka itu adalah
IFIs dan TNCs. Merekalah sebenarnya yang berada di balik semua proses persepakatan
dalam WTO tersebut. Mereka adalah perusahaan-perusahaan trans-nasional yang sangat

berkepentingan melalui mekanisme globalisasi sistem produksi, investasi dan globalisasi
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pasar yang pengaturan mekanisme dari semua sistem produksi dan pasar tersebut
ditetapkan di WTO. Dengan demikian, forum WTO selanjutnya pada hakikatnya menjadi
arena perjuangan bagi perusahaan-perusahaan trans-nasional untuk mewujudkan cita-cita
mereka menguasai dunia. Hal itu berarti segala proses dan mekanisme globalisasi juga

merupakan perebutan kekuasaan ekonomi dari kekuasaan negara-negara kepada TNCs.

Dari uraian di atas, dapat dikonstruksi konsep dan mekanisme globalisasi sebagai
proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia yang diperankan
oleh tiga aktor utamanya: pertama, TNCs yang dengan dukungan negara-negara yang
diuntungkan olehnya mereka membentuk suatu dewan perserikatan pedagangan global
yang dikenal dengan WTO yang menjadi aktor kedua, serta aktor ketiga adalah lembaga
keuangan global/IMF dan Bank Dunia. Ketiga aktor globalisasi tersebut selanjutnya selain
menetapkan aturan-aturan seputar investasi, Inzellectual Property Rights (IPRs), dan kebijakan
internasional lainnya, juga mendesak, mempengaruhi, ataupun memaksa negara-negara
untuk melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya demi memperlancar pengintegrasian
ekonomi nasional ke dalam ekonomi global. Proses memperlicin jalan pengintegrasian
tersebut ditempuh dengan cara memaksa mengubah semua aturan, kebijakan yang
menghalangi ketiga aktor-aktor globalisasi, terutama TNCs untuk beroperasi dalam
bentuk ekspansi produksi, pasar, maupun investasi. Dengan demikian, sesungguhnya
globalisasi tidak ada sangkut-pautnya dengan kesejahteraan rakyat ataupun keadilan sosial
di negara-negara Dunia Ketiga melainkan lebih didorong motif kepentingan pertumbuhan

dan akumulasi kapital berskala global.
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